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Isi Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui Penetapan Status Ormas Terlarang

yang telah sesuai dengan Kemerdekaan Berserikat di Indonesia penelitian pustaka
dengan metode analisa kualitatif yang menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), dan Pendekatan Kasus (case approach) Bahan hukum
dalam penelitian ini terdiri dari: pertama, bahan hukum primer yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Presiden
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun
2017. Sedangkan, yang kedua adalah bahan hukum sekunder berupa peraturan
perundang-undangan dan buku-buku terkait. Adapun teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Berdasarkan Penelitian yang
dilakukan oleh Peneliti Ormas FPI telah ditetapkan sebagai Ormas Terlarang di
Indonesia dengan dasar SKB 6 Pejabat yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri,
dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Wakil Menkumham
Edward Omar Sharif Hiariej membacakan keputusan SKB yang bernomor
Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020,
Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264
Tahun 2020, Nomor KB/3/XI1I Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang
Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan
FPl. Rumusan masalah sebagai Berikut : Apakah penetapan status terlarang
organisasi Front Pembela Islam (FP1) ditinjau dari jaminan kemerdekaan berserikat
di Indonesia menurut UUD 1945? Teori yang digunakan yakni teori Kebebesan
Berserikat, Teori Negara Hukum, dan Teori Organisasi Kemasyarakatan. Metode
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif
atau yuridis normatif. Analisis Penetapan Ormas FPI sebagai Ormas Terlarang
berdasarkan Teori Kebebasan Berserikat, Teori Negara Hukum, dan Teori
Organisasi Kemasyarakatan.
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